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SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN

A. Gambaran Umum Tentang Kejahatan Pembakaran Hutan

1) Pengertian Pembakaran Hutan dan Jenis Tindak Pidana

Kehutanan
a. Pengertian Pembakaran Hutan

Di masa lalu membakar hutan merupakan suatu metode
praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak praktek
oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah. Namun
karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak
diadopsi  oleh  perusahaan-perusahaan  kehutanan  dan
perkebunan.

Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara
istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran
identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan
luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan,
meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan

kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan
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tak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa
menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran.*

Bambang Hero Saharjo berpendapat definisi pembakaran
hutan ialah “Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar
sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran
apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan
seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap
berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, log, dedaunan,
dan pohon — pohon.?

b. Jenis Tindak Pidana Kehutanan
Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu
kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan
sebagai berikut®:
a) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta
menimbulkan kerusakan hutan.
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1)

Undang-undang No. 41 Tahun 1999, yaitu barangsiapa

https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan,html.DiaksesRabu,10 Oktober

2018
2 Suharjo, B.H 2003. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lestari
perlukah dilakaukan. Depertemen Silvikultur. Fakultas kehutanan.
Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan Laksbang Grafika,Yogyakarta,
2012, hal.26.
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dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan
hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan.
Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana
tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar
rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan
hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap
perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan
pada orang atau badan hukum korporasi.
b) Membakar Hutan
Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena
kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan
kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan
diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda
paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika
kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam
hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling
banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-
undang No 41 Tahun 1999).

¢) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.



d)
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Dalam pasal 78 (3) Undang-undang No 41 Tahun 1999
disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan
menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan
atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang
berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda
paling banyak 5 miliarn rupiah. Termasuk perbuatan yang
diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli
atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau
memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secara tidak sah.

Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi
bahan tambang tanpa izin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 38
(4) Undang-undang No 41 Tahun 1999 adalah barangsiapa
melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan
hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa izin dari
menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda

paling banyak lima miliar rupiah.
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Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah
barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau
memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama
dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam
pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling
banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 (6) jo pasal 50 (3)
Undang-Undang No 41 Tahun 1999).

e) Mengembalakan ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah
barangsiapa dengan sengaja mengembalakan ternak di
kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh
pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh
juta rupiah.

f) Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah
barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau
alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan

digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan
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hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana
penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak
lima miliar rupiah (Pasal 78 (8) Undang-Undang No. 41
Tahun 1999).

Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan tindak pidana yang dikatagorikan dalam
ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja
membuang benda-benda yang dapat menyebabkan
kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau
kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling
lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah
(Pasal 78 ayat 10 Undang-undang No. 41 Tahun 1999).
Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang
dilindungi. Perbuatan pidana menurut ketentuan
Pasal 78 (12) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 ini yaitu
barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan
mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang
dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang
berwenang, diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak tiga miliar rupiah.
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2. Kerusakan Hutan dan Jenis Kerusakan Hutan
a. Kerusakan Hutan

Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah
berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem
hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga
penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya
deforestasi. Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-
tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan
tanah, yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu

ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis®.

b. Jenis Kerusakan Hutan
Kerusakan hutan akibat ulah manusia (human destructions)®
1) Illegal logging (Penebangan liar).
Penebangan liar bukan saja dilakukan oleh masyarakat
yang tinggal di sekitar hutan sebagai tindakan ekonomi
untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan

keluarga. Kegiatan ini juga dilakukan oleh para pengusaha,

*Azwarhamid.blogspot.com/2016/10/kerusakan-hutan.html ~ Jum’at, 12
oktober 2018
*http://www.atobasahona.com/2018/08/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-
hutan.html
Jum’at, 12 oktober 2018
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bahkan pengusaha yang mendapat ijin HPH/IUPHHK juga
melakukan penebangan liar di luar areal yang telah
ditentukan. Penebangan liar yang terjadi dilakukan pada
lahan hutan produksi, hutan lindung, sampai ke dalam
kawasan konservasi termasuk di dalamnya kawasan Taman
Nasional, Suaka Margasatwa, dan Suaka alam pun ikut
ditebang. Untuk masalah penebangan liar ini harus
dipikirkan dan dicari jalan keluarnya secara serius cara
penanggulangan, agar hutan tidak dibabat sampai habis.
Pembakaran hutan yang disengaja.

Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, bila
kebakaran ini tidak terkendali dapat meluas dan
menyebabkan kebakaran hutan yang lebih besar. Dengan
cara membakar dianggap pembukaan dan pembersihan
lahan lebih mudah dan murah.Untuk menciptakan kondisi
areal pertumbuhan yang baik pohon kayu putih pada hutan
alam sering dilakukan pembakaran untuk mempermudah
tumbuhan tersebut memperbaharui diri  memunculkan

tunas-tunas baru.
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Perambahan hutan.

Perambahan hutan oleh masyarakat untuk membuka
lahan pertanian dan perkebunan dengan membabat dan
menebang pohon merusak kondisi hutan alam. Masyarakat
mengambil hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
dari hutan dengan cara merusak. Ada juga perambahan
hutan dilakukan karena diperalat oleh para “cukong” untuk
mengincar kayu dan membuka lahan kelapa sawit.
Perladangan berpindah.

Pengertian dan definisi dari Perladangan berpindah
adalah suatu sistem bercocok tanam yang dilakukan oleh
masyarakat secara berpindah-pindah dari satu tempat ke
tempat lain dengan cara membuka lahan hutan primer
maupun sekunder. Perladangan berpindah dilakukan oleh
masyarakat tradisional dalam pengolahan lahan untuk
menghasilkan bahan pangan. Bercocok tanam secara
tradisional dilakukan dengan membuka lahan baru ketika
hasil panen dari suatu lahan mulai menurun. Perladangan
berpindah adalah warisan turun-temurun karena sudah

menjadi tradisi dalam bercocok tanam. Perladangan
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berpindah memberikan kontribusi yang nyata terhadap
kerusakan ekosistem hutan terutama pada pulau-pulau yang
berukuran kecil. Selain itu perladangan berpindah dan
kebakaran memiliki korelasi yang positif, karena musim
berladang umumnya pada musim kemarau. Hasil penelitian
menunjukan pada setiap musim kemarau terjadi kebakaran
hutan karena faktor pembukaan lahan dengan cara
membakar.

5) Pertambangan.

Usaha pertambangan yang dilakukan berbentuk
pertambangan tertutup dan pertambangan terbuka.
Pertambangan terbuka adalah pertambangan yang
dilakukan di atas permukaan tanah. Bentuk Pertambangan
ini dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka
tanah  (land impact), sehingga dapat mengubah
keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya;
termasuk pertambangan yang dilakukan di areal hutan.
Pertambangan terbuka menghilangkan semua vegetasi yang

berada di permukaan karena tanah akan dieksploitasi dan
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diangkut untuk mengambil mineral tambang yang
terkandung didalamnya.
Transmigrasi.

Tujuan utama program transmigrasi adalah untuk
mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau
Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau
bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk
mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua,
Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.Namun Kebijakan
pemerintah untuk meratakan penduduk ke seluruh pelosok
tanah air dengan program ini membawa dampak terhadap
kerusakan hutan. Hutan dibuka untuk dibuat pemukiman
transmigrasi, dan tiap transmigran mendapatkan lahan
garapan seluas 2 hektar. Hutan primer maupun sekunder
dibuka untuk kegiatan program pemerintah transmigrasi ini.
Pemukiman penduduk.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan
dasar akan perumahan semakin meningkat. Terbatasnya
daerah yang dapat digunakan sebagai daerah pemukiman

membuat kegiatan ini dilakukan pada areal-areal yang
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ditetapkan sebagai kawasan lindung. Daerah-daerah yang
tidak sesuai dengan peruntukkannya, dipaksakan untuk
dibuat pemukiman. Daerah berlereng terjal yang berbahaya
juga ikut menjadi lokasi sasaran pembuatan rumah-rumah

penduduk.

8) Pembangunan perkantoran.

9)

Area perkantoran tidak hanya terdapat pada daerah
perkotaan yang ramai. Komplek perkantoran juga dibangun
pada lahan-lahan hutan, terutama kabupaten yang baru
dimerkarkan dari  kabupaten induk. Kabupatenatau
perangkat pemerintahan baru mencari dan membuka lahan
hutan untuk membuat kawasan pemukiman, kawasan
industri, kawasan perdagangan dan juga untuk areal
perkantoran. Pembangunan yang terjadi ini akhirnya perlu
dilakukan alih fungsi lahan.

Pembangunan infrakstruktur perhubungan seperti jalan,
lapangan udara, pelabuhan kapal, dan lain-lain.

Salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat
Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan karena

sulitnya jangkauan transportasi. Indonesia dikenal dengan
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negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.500
pulau, pulau besar maupun kecil. Masih banyak daerah-
daerah yang terisolasi dan terbelakang karena belum adanya
infrastruktur transportasi yang memadai.Pembangunan
infrastruktur perhubungan merupakan hal mendesak yang
perlu dilakukan. Namun pembangunan tersebut dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Seperti pembangunan infrastruktur jalan, adakalanya harus
memotong hutan pada kawasan lindung maupun kawasan
konservasi. Cukup banyak contoh pembuatan jalan yang
melewati daerah Hutan lindung, Kawasan Konservasi,
Taman Nasional dan kawasan lainnya yang sebenarnya
tidak boleh diadakan penebangan dan pembukaan hutan.
Kerusakan hutan lain juga terjadi dalam pembangunan
infrastruktur lapangan udara, pelabuhan kapal dan lain-lain.
Pembangunan pelabuhan kapal yang dilakukan di pesisir
pantai yang memiliki hutan pantai atau hutan mangrove
sering merusakan keberadaan hutan-hutan tersebut. Dan

banyak contoh lain yang dapat dilihat di sekitar Kita,
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mengenai kerusakan lingkungan akibat pembangunan

infrastruktur perhubungan.

10) Perkebunan monokultur.

Pembangunan perkebunan monokultur maupun hutan
monokultur termasuk di dalamnya Hutan Tanaman yang
dilakukan pada areal yang masih berhutan sering terjadi.
Beberapa pengusaha yang hanya mencari keuntungan
mengurus izin konversi lahan menjadi perkebunan atau
hutan tanaman, dengan sasaran tegakan tinggal yang ada
pada areal tersebut dapat diambil dan dijual sebagai
keuntungan. Kemudian mereka melakukan “land clearing”
dan  menanam  tanaman-tanaman  sejenis  dengan
pertimbangan ekonomis. Areal hutan yang terdapat
beragam jenis dirubah menjadi tanaman sejenis atau
monokultur. Tanaman monokultur ini sangat rentan
terhadap bahaya erosi, penyebaran hama dan penyakit, dan

penurunan biodiversitas.
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11) Perkebunan kelapa sawit.

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah
dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia. Investasi
perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh pengusaha dari
dalam negeri maupun luar negeri terutama dari Malaysia.
Dalam pertimbangan ekonomis dianggap sebagai sumber
keuntungan yang besar. Beberapa pihak yang pernah
terlibat dan merasakan akibat pembangunan perkebunan
kelapa sawit menjadi sadar akan dampak negatif dari
kegiatan tersebut terhadap lingkungan. Keseimbangan
ekosistem  menjadi  terganggu  akibat  penurunan
biodiversitas, pencemaran lingkungan dari input peptisida
yang berlebihan, sulitnya seresah kelapa sawit
terdekomposisi dan pemulihan lahan kepada kondisi semula
memerlukan waktu yang sangat panjang.

Konversi lahan gambut menjadi sawah.

Proyek pembangunan satu juta hektar lahan gambut
menjadi sawah pernah dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan pangan mempertahankan swasembada beras.

Akibatnya lahan hutan gambut menjadi berkurang dan
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dampak negatif yang ditimbulkan seperti meningkatnya
bahaya kebakaran hutan, memberikan sumbangan terhadap
pemanasan global, berkurangnya keanekaragaman hayati

dan dampak negatif lainnya.

Penggembalaan Ternak dalam hutan.

Walaupun tergolong kecil bila dibandingkan dengan
penyebab  kerusakan hutan yang lain, namun
penggembalaan ternak di anggap sebagai salah satu
penyebab  kerusakan. Kerusakan  hutan  akibat
penggembalaan ternak dengan cara, ternak tersebut
mengkonsumsi  daun-daun dan  semai-semai  yang
merupakan tumbuhan permudaan sebagai regenerasi dari
hutan tersebut. Kerusakan lain yang terjadi juga seperti
kerusakan batang akibat gigitan dan gesekan tanduk ternak.
Pengembalaan ternak di dalam hutan menyebabkan
pemadatan tanah hutan karena diinjak-injak oleh ternak.
Hal ini akan mempengaruhi proses infiltrasi atau

menyerapnya air ke dalam tanah menjadi berkurang
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sehingga proses runoff meningkat yang menyebabkan erosi
di permukaan tanah.
14) Kebijakan pengelolaan hutan yang salah.

Kerusakan hutan juga dapat terjadi karena kebijakan
yang dibuat lebih memperhatikan dampak ekonomis
dibandingkan dengan dampak ekologis. Selain itu juga
perbedaan persepsi tentang kelestarian hutan kadang terjadi
karena dasar pemahaman yang berbeda. Ada pendapat yang
menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan yang
salah dari pemerintah sebagai suatu “pengrusakan hutan
yang terstruktur” karena kerusakan tersebut didukung oleh
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.Persepsi
dan pemahaman masyarakat dalam  pengelolaan
sumberdaya alam terutama mengolah lahan-lahan milik
mereka dengan menanam tanaman semusim yang lebih
cepat menghasilkan dibanding dengan tanaman berumur
panjang termasuk tanaman kehutanan. Kerusakan hutan

akibat alam (natural disasters).
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Serangan hama dan penyakit

Penyebaran hama secara luas dalam suatu hutan dapat
terjadi diakibatkan oleh penggunaan peptesida yang
berlebihan. Hama dan penyakit menjadi resisten dan tidak
dapat dibasmi malah berkembang dengan pesat kemudian
menyerang tumbuh - tumbuhan dan pohon di dalam suatu

areal hutun.

Kebakaran hutan.

Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan
yang setiap tahun terjadi di Indonesia, bila musim kemarau
berkepanjangan pada suatu daerah. Indonesia ditunding
sebagai negara pengekspor asap kebakaran hutan ke negara-
negara tetangga. Selain dapat memusnahkan tumbuh-
tumbuhan dan kehidupan fauna di sekitarnya, kebakaran
hutan menghasilkan asap yang berdampak negatif terhadap
kesehatan manusia dan keselamatan penerbangan. Api yang
timbul pada kebakaran hutan terjadi akibat gesekan batang
atau cabang pohon. Dari penginderaan jauh lewat satelit

dapat dilihat "hot spot™ yang muncul di dalam areal hutan
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bila terjadi suatu kebakaran hutan. Selain musim kemarau
yang berkepanjangan sebagai salah satu faktor penyebab
terjadi kebakaran hutan, ada juga beberapa faktor pemicu
terjadi kebakaran hutan yaitu pembukaan lahan gambut
sehingga sinar matahari masuk ke lantai hutan dan
menyebabkan areal gambut menjadi kering dan mudah

terbakar.

Letusan Gunung Berapi.

Bencana alam gunung meletus merupakan suatu
daya alam yang dapat merusak hutan dan habitat satwa liar
bahkan memusnakan kehidupan yang ada di wilayah
tersebut. Gunung meletus adalah gejala vulkanis yaitu
peristiwva yang berhubungan dengan naiknya magma dari
dalam perut bumi. Magma adalah campuran batu-batuan
dalam keadaan cair, liat serta sangat panas yang berada
dalam perut bumi. Aktifitas magma disebabkan oleh
tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung
di dalamnya sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan

pergeseran lempeng kulit bumi. Peristiwa vulkanik yang
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terdapat pada gunung berapi setelah meletus (post
vulkanik), antara lain: terdapatnya sumber gas H2 S,
H20,dan CO2 dan Sumber air panas atau geiser. Sumber
gas ini ada yang sangat berbahaya bagi kehidupan.

18) Naiknya air permukaan laut dan tsunami.

Permukaan air laut yang naik termasuk
didalamnya bencana tsunami dapat mengakibatkan
kerusakan hutan. Hutan-hutan di bagian pesisir menjadi
rusak karena aktivitas alam ini. Walaupun hutan-hutan di
pesisir dianggap suatu cara untuk mengurangi dampak
kerusakan dari tsunami akan tetapi hutun tersebut juga
terkena dampaknya.

A. Dasar-dasar Hukum Pembakaran Hutan
1. Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 50 ayat (3) huruf d :
“ Setiap orang dilarang membakar hutan”
Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
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paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 78 ayat
(4) : “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”
Kebakaran hutan dapat penimbulkan kerusakan hutan dan
pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan
oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak
masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam
Undang undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Undang -undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Pencemaran  lingkungan  hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau
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tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan
hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat
mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan
lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan UU
PPLH sebagai berikut:
Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar”

Pasal 108 UUPPLH :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah

masing masing”.
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Penjelasan pasal 69 ayt ( 2) :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare
per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas (kelompok
tanaman) lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah
penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,
baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit
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Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.
Pasal 98 ayat (3) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
Pasal 99 ayat (1) UUPPLH :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1)

mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6
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(enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
Pasal 99 ayat (3) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)
tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Pasal 119 UUPPLH:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau
tindakan tata tertib berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3

(tiga) tahun.
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3. Undang - undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Pasal 56 ayat (1) :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar”.
Pasal 108 :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah)”.

4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 187 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan
atau banjir, diancam:

a. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

b. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

c. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu

paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di
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atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan
orang mati.
Pasal 189 KUHP
“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan
sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak
dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau
dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan
memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.
B. Kententuan Hukum Islam Tentang Jarimah (Tindak Pidana)
Pembakaran Hutan
Hutan merupakan salah satu karunia terbesar yang diberikan
oleh Allah SWT vyang diberi kepada umat manusia. Allah
menciptakan hutan untuk dikelola sebaik-baiknya oleh manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Berikut ini beberapa
ketentuan syariah Islam terpenting dalam pengelolaan hutan:®
a. Pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara saja, bukan oleh
pihak lain (misalnya satwa atau asing). Pengelolaan hutan

menurut syariah hanya boleh dilakukan oleh negara (Khalifah),

®http://agamadanekologi.blogspot.com/2017/03/pengelolaan-hutan-
berdasarkan-syariah. Kamis,12 Oktober 2018, pukul 21.30 WIB.
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sebab pemanfaatan atau pengelolaan hutan tidak mudah
dilakukan secara langsung oleh orang per orang, serta
membutuhkan keahlian, sarana, atau dana yang besar.
Dikecualikan dalam hal ini, pemanfaatan hutan yang mudah
dilakukan secara langsung oleh individu (misalnya oleh
masyarakat sekitar hutan) dalam skala terbatas di bawah
pengawasan negara.

Pengelolaan hutan dari segi kebijakan politik dan keuangan
bersifat sentralisasi, sedangkan dari segi administratif adalah
desentralisasi (ditangani pemerintah provinsi/wilayah).

Negara memasukan segala pendapatan hasil hutan ke dalam
Baitul Mal (Kas Negara) mendistribusikan dananya sesuai
kemaslahatan rakyat dalam koridor hukum-hukum syariah.
Negara melakukan kebijakan hima atas hutan tertentu untuk
suatu kepentingan khusus. Hima artinya kebijakan negara
memanfaatkan suatu kepemilikan umum untuk suatu keperluan
tertentu, misalnya untuk keperluan jihad fi sabilillah. Maka dari
itu, negara boleh melakukan hima atas hutan Kalimantan
misalnya, khusus untuk pendanaan jihad fi sabilillah. Tidak

boleh hasilnya untuk gaji dinas kehutanan, atau untuk membeli
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mesin dan sarana kehutanan, atau keperluan apa pun di luar
kepentingan jihad fi sabilillah.

Negara wajib melakukan pengawasan terhadap hutan dan
pengelolaan hutan. Fungsi pengawasan operasional lapangan ini
dijalankan oleh lembaga peradilan, yaitu Muhtasib (Qadhi
Hisab) yang tugas pokoknya adalah menjaga terpeliharanya
hak-hak masyarakat secara umum (termasuk pengelolaan
hutan). Muhtasib misalnya menangani kasus pencurian kayu
hutan, atau pembakaran dan perusakan hutan. Muhtasib
bertugas disertai aparat polisi (syurthah) di bawah
wewenangnya. Muhtasib dapat bersidang di lapangan (hutan),
dan menjatuhkan vonis di lapangan. Sedangkan fungsi
pengawasan keuangan, dijalankan oleh para Bagian Pengawasan
Umum (Diwan Muhasabah Amah), yang merupakan bagian dari
insitusi Baitul Mal.

Negara wajib mencegah segala bahaya (dharar) atau kerusakan
(fasad) pada hutan. Dalam kaidah fikih dikatakan, “Adh-dlarar
yuzal”, artinya segala bentuk kemudharatan atau bahaya itu
wajib dihilangkan. Nabi SAW bersabda, “Laa dharara wa laa

diraara.” (HR Ahmad & Ibn Majah), artinya tidak boleh
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membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.
Negara wajib juga melakukan konservasi hutan, menjaga
keanekaragaman hayati (biodiversity), melakukan penelitian
kehutanan, dan sebagainya.

Negara berhak menjatuhkan sanksi ta’zir yang tegas atas segala
pihak yang merusak hutan. Orang yang melakukan pembalakan
liar, pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang
dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait
hutan wajib diberi sanksi ta’zir yang tegas oleh negara
(peradilan). Ta’zir ini dapat berupa denda, cambuk, penjara,
bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan
kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya ta’zir harus
sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan
perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh
masyarakat dapat terpelihara. Seorang cukong illegal loging,
misalnya dapat digantung lalu di salib di lapangan umum atau
disiarkan TV nasional. Jenis dan kadar sanksi ta’zir dapat
ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan
oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu

undang-undang ta’zir yang khusus.
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Namun dalam praktek pengelolaan hutan kebanyakan manusia
selalu  mengabaikan  kelestarian  lingkungan  manusia  selalu
mengedepankan keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari sebuah
hutan tanpa memikirkan dampak ekologis yang akan terjadi.

Keserakahan dan nafsu manusia illegal logging, pembakaran
hutan, perambahan dan ahli fungsi hutan.Akibatnya terjadi kerusakan
hutan di bumi, salah satunya adalah banjir yang dapat menimbulkan
korban jiwa dan harta benda. Banjir terjadi karena air hujan yang
tercurah di muka bumi tidak dapat ditahan dengan baik oleh tajuk
pepohonan dan tumbuhan bawah.Perbuatan merusak hutan merupakan
sebuah bentuk kemaksiatan, karena dapat menimbulkan mudarat yang
sangat besar bagi makhluk hidup yang lainnya.” Yaitu firman Allah

dalam Surah Al-Bagarah ayat 205:

¥ 5 L &Rl SRS L Sl Gt 8 e 15 1305
Azal Eaad

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk
mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan
binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-
Bagarah: 205)

"www.KMNU.or.id/konten-181-larangan-merusak-hutan-dalam-
islam.DiaksesMinggu, 14 oktober 2018, 09.40 WIB



http://www.kmnu.or.id/konten-181-larangan-merusak-hutan-dalam-islam
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Yaitu firman Allah dalam Surah Al-Qashash (28) ayat 77:
1 GRAT U (el W e Bl G Y5 501 SIS0 I g &80
&) o)V b Sl iy g etl)
Saawtall Eanl Y

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan” (QS. Al-Qashash: 77)

Dan dalam Surah Al-Rum Ayat 41, Allah juga berfirman:

Ishe il Gty AR G (ol S Ly AT Dl (8 S s
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Al-Rum: 41)

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada prilaku
manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang

akan datang terletak pada sikap dan prilaku penyimpangan, masyarakat,

yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam.
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Tindakan yang membawa kerusakan (mudarat), cepat atau lambat, pasti
akan merugikan orang lain secara keseluruhan, karena tindakan seperti
ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat. Hadits Nabi SAW yang
diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang
artinya :"Tidak diperbolehkan membuat kemadharatan pada diri
sendiri dan kemadharatan pada orang lain.”® Hadis ini memberikan
petunjuk bahwa kita mestilah menolak kerusakan, dan sebaliknya kita
mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat tidaklah
diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia
masa kini dan masa yang akan datang, dan menolak kemafsadatan dari
mereka. Seandainya hutan-hutan itu ditebang dengan semena-mena,
dirusak dengan semaunya, maka pada dasarnya perlakuan itu adalah
pelanggaran, yaitu suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang-

orang lain dan generasi yang akan datang.’

®Muchlis Usman, kaidah-kaidah ushuliyah dan fighiyyah, Jakarta: PT
RajaGrafindo persada, 2002, hIm.132

®Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer, Jakarta: Gunung Persada Press,
2007, hal. 215.



